FERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM
PROSES PENYIDMKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUIAN
i WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA BUKITTINGCT

SKRIPS]

Lhidgukgn wntull menenidii persyaratan guna memperofed gelar
Sarpana Wikum

Ohed ;

EFNI REFOQING
(14 140 228

PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA

FARKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PPADANG
20008



PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM
PROSES PENYHHMEAN TINDAK PIDANA PEMBUNL AN
LT WHLAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KO TA BUK T TINGGE

{ Mama: Efni Refgino, Nomor BP; 04 140 228, Fakultas Hukum Universitas Andalas, B1+V]]
hakaman, Tahun 2008 )

ABSTRAK

Hak asasi manusia merupakan salah satu isu vang sudah herkembang sejak lama terutama
sefitk akhir abad kedua puluh, Isu tentang hak asasi manuesia menjacdi pelik disebabkan Karens isu
ini sering berkaitan dengan kepentingan palitik. ak asac) merupakan bak vang paling hakiki
vang diperoleh manusia sejak ketalicannya, oleh Larena it perlindungannyva menjadi mutlak
dilakukan oleh sctiap orang. Schagai sebush nepara hukum, Indenesia juga tclah mengan
primsip perlindunpan hak asasi manusia dalam rangks memenuhi syaral terbentuknya THEgH A
hukum. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1943 konsep
perlindungan erbadap bak asasi manusia ferdapat pada Bab XA, Pasal T8A sdmpai 28,
Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini Juga selaras denpoan adanya ketentuan Pasal | ayal
(3-nya yamp menvebutkan babwa negars Indonesia adalal) negsrs hukom, Pada tahap
penyidikan yang dilakukan oleh polisi, dapat dipastikan adanya unsur pelanggaran terhadap hak
wsaslh manusia, tennana bak voluk kebehasan Masalahnya adalah bagaimanakah pengaturan
perbindungan hak tersangka: pelaksanaan pelindungan hak tersangka dan kendala vang dihadapi
dalam melaksanakan upava peclindungan hak lersanpks pada proses penvidikan tindak pridans
pembunuhan aleh Kepolisian Resort Kota Bukittinggi. Dari penelitian vang dilakukan secara
suridis sosiologis dengan pendekaian perunchmg-unchingan, kasus dan kanseplual menemukan
oahwa untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersanpka dulam proses penyidikan tindak
pidana pembunulian ini dilindungi oleh Undang Undang Momor & Tahun 1981 dengan adanya
wewenang dari polisi sebagal penvidik dalam mengurangi hak tersangka untuk proses
penyidikan, Pasal 17 Lindang Urdang Moinor 3% Tahun 1999 temange Hak Asasi Manusia
menyebutken bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, herhak memperoleh keadilan dengan
mengajukan permobonan, pengaduin Jdan pugatan, baik talam perkara pidana, perdata, manpan
administrasi serta diadili melalui proses peradilan vang hebas dan tidak memibak, scsuai dengan
Bakum avara vang menjamin pemeriksaan yang abjektil oleh hakim yang jujor dan adil untuk
memperoleh putusan yang adil dan benar. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentany
repolisian Republik Indonesia juga miengstur Tad-hal tersebin, [ pengaluran yvang ada,
perlindungan hak tersangka telah dilaksanakan sedemikian rupa. Mamun demikian masih
erdapat pelangparan-pelanpparan dari penvidike. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,
sepertl; penyidik vang belum begitu maksimal dalam menguasai tehnik penyidikan, sikap kurang
pereayva lersangka terhadap penyidik, dan masyarakat yang sangal enpgan menjadi ssksi unink
tndak pidana pembunuhan denpan herhagai alasan, sehingga untwk memberi perlindungan
tethadap Dak tersangka ini perly Juga i berikan peratuen plitksaaan agar jika terjadi hal-ha
vang dak di inginkan maka pihak yang melangpar hak depat dikenai sznksi YAME tegas juya,
Addnya transparansi penyidik terhadap lersangha fendang Tak-haknya dan pencmpatan penvidlik
vang henar-benar memiliki keahlian di Badangnya dirasakan juga mempunyvai pengaruh vanyg
Besiar terhadap perfindungan hak tersingka pacle proses penyidikan tindak pidana pembuanulian
i, Khosusnya diowilavah ek Kepoisisn Resor Koia Builfimgei.



BAB 1

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah.

Hak asasi manusia merupakan salah satu isu yang sudah berkembang sejak
lama terutama sejak akhir abad keduva pulub, Tsu temtang hak asasi manusis
menjadi pelik disebabkan karena isu ini sering herkaitan denpan kepentingan
palitik, Hak asast merupakan hak vang paling hakiki yvang diperoleh manusia
sejak kelahirannya, oleh karena itu perlindungannya menjadi mutlak dilakukan
oleh setiap orang,

Sebagail sebuah negara bukum, Indonesia juga telah menganut prinsip
perlindungan hak asasi manusia dalam rangka memenuhi syarmar terbentuknya
negara hukum, Untuk itu, dalam Undang Usdang Dasar Nepara Republik
Indenesia Tahun 1945, konsep  perlindungan  terhadap hak asasi manusia
mendapatkan porsi yang cukup besar terutama setelah dilakukan amandemen
techadap Undang Undang Dasar MNegara Republik Indonesia Tahun 19435,
Perlindungan techadap hak asasi manosia i juga selaras dengan adanya
ketentuan Pasal | ayat (3) Undang Undang Dasar Megara Republik Indonesia
Tahun 1945 vanp menyvehikan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Penambahan rumuesan hak asasi manusia serta jaminan penghormatan,
perlindungan, pelaksanaan dan pemajuannva kedalam Usdang Undang Dasar
Mepara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan semata-mata kehendak ontuk

mengakomodast perkembangan angan mengenal hak asasi manusia yang
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makin mengangpap penting hak asasi manwsia sebagal isu plobal, melainkan
karcna hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum'.

Dilihat dan momusan Undang Undang Dasar Negara Bepublik Indonesia
Tahun 1945 penpaturan mengenai perlindungan hak asasi manuosia terdapat pada
Bab XA, Pasal 28A sampai 28). Rumusan ini lebih lengkap dibandingkan
sebelum adanya amandemen Undang Undang Dasar Nepara Bepublik Indonesia
Tahun 1945 vang pengaturan mengenai hak asas: manusianva tersebar dibeberapa
pasal dan terpolong tidak lengkap.

Denpan adanva perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Indonesia secara otomatis
telah memenuhi svarat dan schuah negara hukom. Dengan demikian setiap
tindakan yang dilabuakan baik olebh warga nepama mauvpun pemerintal harus
senantiasa memperhatikan aspek perlindungan bagi hak asasi manusia ini.

Selain pencantumannya dalam Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pengaturan menpena hak asasi manusia juga terdapat
dalam peraturan perundang-undangan vang lebih rendah, Undanp-undang ulama
vang mengatur lentang hak asasi manusia adalah Undang Undang Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 26 Tahun
2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Didalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, fegasnya dalam Bab VI
difentukan batasan dan larmngan. Pembatasan dan lamnpan ity didasarkan pada
apa yang tertuang dalam undang-undang. Pada hakekatnyva batasan dan larangan

tersebut bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormtan terbadap hak

' MPR, 2005, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republit Indowesia
Tirter T9045, Sekretariar Tenderal MEPE R, Hal 114,
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asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan
kepentingan bangsa,

Selanjutnya dalam Pasal 74 disebutkan bahwa tidak satupun dan isi
Undang Undang MNomor 39 Tahun 1999 tersebut  holeh  diartikan  babwa
pemerintab, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan menpurangi.
merusak ataw menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur
dalam undang—undemgz.

Salah satu aspek penting yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak
asasi manusia adalah perlindungan vang menyangkut pada proses hukum vang
dilakukan oleh lembaga pencgak hukum terbadap orang atau warga negara yang
diduga melakukan pelangparan hokum, Aspek ini lerutama berkaitan dengan
proscs dalam sistem peradilan pidana Indonesia sejak dari penvelidikan hingga
eksckust,

Dalam hukum acara pidana Indonesia, sebelum lahirnya Undang Undang
Momor 8 Tahun %81 tentang Hukum Acara Pidana, Indoncsia memakai HIR
sebapai hukum scara pidananva. HIR merupakan peningealan Belanda vang
memiliki banyak kekuranpan serta tidak sesval denpan perkembangan demokras
dan hak asast manusia. Salah satu kelemahan vang terdapat dalam HIE. adalah
ticlak adanya jaminan perlindungan bagi hak-hak tersangka pada sefiap tingkal
pemeriksaan. Akibatnya senngkal fersangka dirogikan bahkan hdak mendapatkan

perlakuan yang lavak dan manosiaw,

! Paear | laralap dan Wawangsih Sutardi, 2007, Hak Asasi Manusio den Mukumapa, Pecirindo,
Tikarta, Flal 33,



A

BAB IV

PENUTUFP

Kesimpulan
Diar uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa |

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersangka pada proscs
penyidikan tindak pidana pembunuban tidak hanya di atur dalam Undang-
Undang Nomor & Tahun 1981 semata, Hak-hak dari tersangha dapat juga kita
lihat pada peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang terdapat dalam
Undang-Undang MNomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Undang-Undang Momor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia serta undanp-undang lainnya vang terkait. Bahkan hal im juga
dapat di lihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun
1945, khususnya pada Pasal 28A sampai Pasal 281,

Perlindungan hak tersanpka dalam  proses penyidikan tindak pidana
pembunuhan oleh penyidik Kepolisian Resort hota Bukittingei menunjukkan
huhwa telah dilaksanakan sedemikian rupa, Hal ini dapat dilihat pada proses
pemeriksaan yang merupakan bagian dari penyidikan yang mana pada awal
pemeriksaan penyidik selalu menanyakan apakah tersangka ingin didamping
oleh penasehat hukum dan mengatakan hak-hak lainnya scperts hak untuk
mengetahui dugaan tindak pidana terhadapnya, hak untuk melibat surat
perintah penangkapan, dan sebagainya. Dan jika tersangha ditahan, maka hak
mereka untuk menerima kunjungan sanak keluarga, mendapat pelayanan dan

perawatan kesehatan terhadap tersangka yang sakit, menghubungi penasehal
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hukum jika tersanpgka mempunyai penasehat hukum, meagajukan saksi dan
hak-hak lainnve, semaksimal mungkin di berikan. Dan untuk  hak
mendapatkan bantuan hukum dalam kasus tindak piiana pembunuhan di
Kepolisian Resort Kota Bukittingpi sudal menmjadi kewajiban karena apapun
alasannya untuk kasus pembunuhan in tersangka sanpal disarankan dj
dampingi oleh penaschat hukum,

3. Kendala wvanp dihadapi  Kepolisian Resort Kot Bukittinggi dalam
melaksanakan upaya perlindungan hak tersangka terhadap kasus pembunuhan
ini tidak jarang ditemui. Kendala-kendala vang dihadapi antara lain dam
penyidik vang belum begity maksimal dalam menguasal tehnik penyidikan:
tersangka yang tidak ingin terjebak atas pertanyasn vang diberikan olch
penyidik; dan masyarakat yang sangat engpan menjadi saksi untuk tindak

pidana pembunuhan dengan bechagai alasan,

B, Saran
Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnova dan kesimpulan di atas
penulis dapat memberikan saran
1. Pengaturan pecindungan hak tersangka pada proses penyidikan tindak pidana
pemmbunuhan ini fidak semata-mata i atur dalam peratiran perundang-
undangan saja. Sebaiknya juga diberikan peraturan pelaksanaannya schingga
Jika terjadi hal-hal yang fidsk diinginkan maka pihak vang melanpear hak
dapat di kenai sankst vang tepas juga. Meskipun adanva pengaturan tentang,
pra-peradilan, hal ini kurang menjamin hak tersangka dengan maksimal.

Karena kurangnya pengetalivan masyarakat tentany hukum acarm pidana di

wi
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Indonesia mnyebabkan masyarakat juga kurang memahami tentang pra-
peradilan ini,

Apar pelaksanaan perlindungan hak tersangka dalam proscs penyidikan
tindak pidana pembunuhan oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Bukittinggi
dapat terpenuhi maka sebatknya dilakukan dengan mengatakan kepada
tersangka tentang hak-hak yang mereka miliki pada saat penyidikan di mula
Adanve sanksi vang legas terhadap para pelanpgar lugas dan kewajiban
masing-masing dapat diterapkan untuk meningkatken penegakan hukum.
Dalam mengatasi kendala vang dihadapi Kepolisian Resort Kota Bukittingei
dalam melaksanakan upaya perlindungan hak tersengka sebaiknys pihak
Kepolisian menempatkan penyidik yang benar-benar memiliki keahl:an
dibidangnya, seperti keahlian dalam hal interogasi dan selagainya. Dhan
penyidik sebaiknya memberl pengertian kepads tersangka dan masyarakat
hahwa kerjasama yang baik antara para pihek sangat dibutubkan dems

kelancaran proses penyvidiken
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